No. 10, 2005

Menimbang

Mengingat

LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2006-2008.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
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8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH (RPJMD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006-2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah
Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja.

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-
2008, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun
2006 sampai dengan tahun 2008.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2006-
2008, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk periode 3 (tiga)
tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.
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Pasal 2
(1) RPIMD Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Gubernur;

(2) RPIMD Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi
pedoman bagi:

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIJMD Kabupaten/Kota; dan

c. Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD Provinsi Kalimantan
Barat yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD).

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala
Bappeda dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Gubernur berkewajiban melaksanakan RPJMD dan melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan RPJMP Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Strategis
Badan/Dinas/Lembaga/Kantor dan RPIMD Kabupaten/Kota.

Pasal 6

RPJIJMD Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan pada
tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Oktober 2005

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
Ttd
H. USMAN JA'FAR
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2005

Tanggal 31 Oktober 2005

Sekretaris Daerah Propinsi
Kalimantan Barat

Ttd

Drs. H. HENRI USMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 010054889



